
BUPATI LAMONGAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAM ONGAN 
NOMOR 29.1 TAHUN 2021 

TENTANG 

[ SALINA_w] 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI 

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

FORMASI TAHUN 2021 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAM ONGAN, 

a . bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan 
pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan 

Pemerintah Ka bu paten Lamongan 
dilaksanakan pengadaan pegawai Aparatur Sipil 
Negara Tahun 2021 ; 

b. bahwa untuk menjamin obyektivitas 

pelaksanaan pengadaa n Aparatur Sipil Negara 

sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati ten tang 
Pedoma n Pelaksa naan Pengadaan Ararat ur 
Sipil Negara Pemerin tah Kabupa ten La mongan 
Formasi Tahun 202 1. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Dae ra h -Daerah 
Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 41), sebaga imana telah diuba h dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tenta ng 
Perubahan Batas Wilayah Kotapraj a Surabaya 
dan Daerah Tingkat II Sura baya dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1950 tentang Pem bentukan Daerah -Daerah 
Kota Besar dalam Lingkunga n Provinsi J awa 
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Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dae rah 

Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2 . Undang-Undang No mor 12 Tahun 20 11 Le n la ng 

Pembentukan Pera tura n Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai m a na 

telah diubah denga n Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Unda ng

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 183, Tambahan Lemba ran Nega ra 
Republik Indonesia Nomor 6398) ; 

3 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, 

Tambahan Lemba ra n Negara Repu blik 

Indonesia Nomor 5494) ; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 cen tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nom or 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te la h 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Unda ng-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 

ten tang Perubaha n Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 ten Lang 
Pemerintahan Daera h (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , 

Tambahan Lembara n Negara Repu blik 

Indonesia Nomor 5679) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Nege ri Sipil 
(Lembaran Nega ra Republik Indonesia Ta h un 
2017 Nomor 63 , Tam bahan Le mbarnn Negu ru 
Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaim ana 
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telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerin tah Nomor 17 Tc.1 h u n 2020 

tentang Perubahan Ala s Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembara n Negara Republik 
Indonesia Nomor 6477); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 

tentang Manajemen Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 , 

Tambahan Lembara n Negara Rcpu blik 
Indonesia Nomo r 6264); 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 20 14 

tentang Peratura n Pelaksanaan Unda ng
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ra n Perundang-un ci a n ga n 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h un 
2014 Nomor 199); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana tela h diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubaha n Atas Peraturan Men leri 
Dalam Negeri Nomor 80 tahun 201 5 ten ta ng 

Pembentukan Proci uk 

Negara Republik 
Nomor 157); 

Hukum Dac ra h (S e rita 

Indonesia Ta hu n 20 18 

10. Peraturan Kepala Sadan Kepegawaia n Negara 
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 

11. Peraturan Kepala Sadan Kepegawa ia n ega ra 
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis 
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerj a sebagaimana te lah iu iJah 
dengan Peratura n Kepala Sadan Ke pegaw a ian 
Negara Nomor 18 Tahun 2020 tc m ,rn g 

Perubahan Atas Pera turan Kepa la Sadan 
Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2 0 19 

tentang Petunjuk Teknis Pengadaa n Pegawa i 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 
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12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara tur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 
Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Nege ri 

Sipil (Berita Nega ra Republik Indones ia Tah u n 

2021 Nomor 654); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara tur 

Negara dan Reformas i Birokrasi Nomor 28 

Tahun 2021 tentang Pengadaan Pega wa i 

Pemerintah dengan Perjanjian Ke rja u n t uk 

Jabatan Fungsion a l Guru pada I nsta nsi 

Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 655) ; 

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Apara tur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 19 

Tahun 2021 ten tang Penetapan Kebutuhan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 

Anggaran 2021; 

15. Peraturan Daera h Ka bu paten Lamongan Nomor 
4 Tahun 2018 tenta ng Pedoman Pemben tuka n 

Produk Hukum Dacrah (Lembara n Daerah 

Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN PENGADAAN PEG AWAI 
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN 

FORMASI TAHUN 2021 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 

LAMONGAN 

Dalam Peraturan Bupati m1 yang dimaksud 
dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerin Lah 

Kabupaten Lamongan. 
3. Bupati adalah Bu pati Lamongan . 
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4. Aparatur Sipil Negara yang sel anjutnya 

disingkat ASN adalah profesi bagi pega wa1 

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yan g bekerja pada in sta nsi 

pemerintah. 

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang se lanjulnya 
disebut Pegawai ASN adalah pegawai negc ri si pil 

dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina 

kepegawaian dan diserahi tugas dalam sua tu 

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas 
negara lainnya da n digaji berda sa rkan 
peraturan perundang-undangan . 

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya yang 

disingkat PNS ada la h warga negara In don esia 

yang memenuhi sya rat tertentu , diangkat 

sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara seca ra 
tetap oleh Pejaba t Pemb ina kepegawa ia n u n tuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi sya rat 
tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian 

kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 

rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 
8. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi 

kebutuhan PNS yang dilakukan mela lui 
tahapan perencanaan, pengumuman lowongan , 

pelamaran , seleks i, pengumuman has il sele si , 

pengangkatan calon PNS dan masa percobaan 

calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS. 
9. Pengadaan PPPK adalah kegiata n u n tuk 

memenuhi kebutuhan pada instansi pemcrin Lah 
melalui tahapan perencanaan, pengumuman 
lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman 
hasil seleksi dan pengangkatan menjadi PPPK . 

10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya 
disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai 
kewenangan menetapkan pengangkatan, dan 
pemberhentian Pegawa i ASN dan pembinaan 
manajemen ASN sesuai dengan perundang
undangan . 

11. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya 
disingkat PyB ada la h pejabat yang mempu nya1 
kewenangan melaksanakan proses 
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pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian 
Pegawai ASN sesua1 dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

12. Panitia Penyelenggara Seleksi Pengadaan Pega wai 
ASN yang selanjutnya disebut Panitia 

penyelenggara seleksi adalah panitia yang 
dibentuk oleh Bupati untuk menyiapka n dan 

menyelenggarakan seleksi pengadaan pegawa1 

ASN di Daerah. 

13. Seleksi Kompetensi Dasar yang se laju tnya 
disingkat SKD ad alah seleksi yang mengukur 
kemampuan dan karakteristik dalam diri 
seseorang berupa pengetahuan, ke tera mpi lan , 

dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seoran g PNS 

Republik Indonesia . 

14. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya 

disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur 
kemampuan dan k arakteristik dal am diri 
seseorang berupa pengetahuan, keterampilan , 
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan 
tugas jabatannya sehingga individu mam pu 

menampilkan unj uk kerja yang tin ggi dalam 

suatu Jabatan tertentu . 

15. Computer Assisted Test yang selanju tnya di s ingkaL 
CAT adalah suatu metode seleksi /te s dengan 
menggunakan kom puter . 

16. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal 
pelamaran terintegrasi berbasis internet yang 

digunakan dalam Pengadaan ASN. 

17. Nilai Ambang Batas adalah Nilai Ambang Ba tas 
kelulusan SKD. 

18. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah 
yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan 

sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. 

Bagia n Kedua 
Ruang Lingkup 

Pa sal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 

a pengumuman lowongan . 

b. pelamaran. 

c. pendaftaran. 

d seleksi dan pengumuman hasil seleksi. 
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Bagian Ketiga 
Maksud da n Tujuan 

Pasa l 3 

(1) Pengadaan ASN dimaksudkan untuk me menuhi 

kebutuhan formasi jabatan baik untuk mengisi 
jabatan CPNS maupun jabatan PPPK. 

(2) Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilaksanakan melalui penilaian / seleksi 

yang dilaksanakan secara objektif berd asarkan, 

kompetensi, kualifikasi dan persyaratan lain 

yang dibutuhkan dalam suatujabatan. 

Pasal 4 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adala h 
sebagai pedoman dalam pelaksanaan pen gadaa n 

pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Lamongan Formasi Tahun 2021 . 

BAB II 
PENGUMUMANLOWONGAN 

Bagian Kesatu 
Penetapan Kebutuhan 

Pasal5 

(1) Berdasarkan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Ind onesia Nomor 8 l 9 Tahun 

2021 tentang Penetapan Kebutuha n Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingkun gan 

Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 

Anggaran 2021, ditetapkan kebutuhan pegawai 
ASN di Daerah sejumla h 652 (enam ratus lima 
puluh dua) kebutuhan dengan rincian : 
1. Kebutuhan Jaba tan CPNS 

Tenaga Kesehata n 78 

Tenaga Teknis 36 

2. Kebutuhan Jabatan PPPK 

Tenaga Guru 538 
(2) Penetapan kebu tuhan sebagaima n a di maks ud 

pada ayat (1), dilakuka n pemilahan kebutuhan 



8 

khusus untuk jabatan CPNS yang di tclapkan 

dalam Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua 
Media Pengumuman 

Pasa l6 

Pengumuman lowongan / penetapan kebutuhan 
dilakukan melalui media yang mudah diketahui 

masyarakat luas, antara lain : 
a Media elektronik; 
b. Media cetak dan / atau media lain. 

BAB III 
PELAMARAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 7 

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi 
persyaratan mempunyai kesempatan yang sa ma 

untuk melamar menj adi ASN. 

Bagian Kedua 
Syarat-Syarat Untuk Kebutuhan Jabatan CPNS 

Pasa l8 

(1) Syarat Umum untuk dapat melamar menjadi 

CPNS sebagai berikut : 

a Warga Negara Indonesia yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, se tia dan taa t 
kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 
b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun 

dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tah un 
pada saat mendafta r, kecu a li un tuk jaba tan 
Dokter Spesialis batas usia pa li ng ti11gggi 40 
(empat puluh) tahun saat mendaftar; 

c tidak pernah dipidana dengan pida na penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana den gan pidana 
penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 
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d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat 
tidak atas permintaan sendiri atau ti dak 
dengan hormat sebagai PNS/Prajuri t Tentara 

Nasional Indonesia / Anggota Kcpol is ian 
Republik Indonesia a tau diberhenLika n ti dak 

dengan hormat sebagai pegawai swas ta; 

e. tidak berkedudu kan sebagai Calon Pega waj 
Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil , Prajuril 

Tentara Nasiona l Indonesia, atau Anggota 
Kepolisian Republik Indonesia; 

f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai 

politik atau terlibat politik praktis; 

g. memiliki kualifikasi pendidikan sesua1 de ngan 
persyaratan jabatan ; 

h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan 

persyaratan jabatan yang dilamar; 

1. tidak mengkonsu msi narkoba, psikotropika dan 

zat adiktif lainn _va ( PZA) ; 

J. bersedia tidak mengajukan pindah de ngan 

alasan pribadi paling singkat 10 (, epul uh) 
tahun sejak diangkat sebagai PNS . 

(2) Selain syarat-syarat umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) , pelamar haru s m c me nuhi 

persyaratan lain sebagai berikut : 

a. pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi 

dalam negeri dan/ atau program studi yang 
terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi Negeri dan /atau Pu sat 
Pendidikan Ten aga Kesehatan / Lem baga 

Akreditasi 

Kesehatan 

dibuktikan 

Ma ndiri Pendidikan Tinggi 

pada saat kelulu san yang 

dengan tanggal kelulusan yang 

tertulis pada ij azah ; 
b. pelamar dengan lulu san perguruan ti nggi luar 

negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan 
oleh Kementerian Pendidikan, Ke budayaan, 

Riset dan Teknologi. 

c. lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 
(indeks 4,00); 

d. surat pernyataan bersedia mengabdi 
Instansi Pemeri n tah Daerah dan 

pada 
tidak 

mengajukan pi n d a h dengan a lasan pribadi 

paling singkat se lam a 10 (sepuluh) ta h u n scjak 
diangkat menj a di PNS; 
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e. pelamar yang m elamar pada kebutuhan j enis 
jabatan tenaga kesehatan yang 

mensyaratkan Surat Tanda Regi stra si (STR) , 
wajib melampirkan STR (bukan inte rnship) 

sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang 
masih berlaku pada saat pendaftaran, 

dibuktikan dengan tanggal masa berlaku 
yang tertulis pada STR; 

f. bagi pelamar Kebutuhan Khusus Cu mlaude 

berlaku persya ra tan sebagai beriku t : 
1. Pelamar merupakan lulusan Sarjana (S- 1) 

bukan Diploma IV (D-IV) sesu ai dengan 

syarat jabatan pada kebutuh a n jaba tan 
yang dilamar; 

2 . Pelamar merupakan : 

a) lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam 
Negeri dengan predikat kelulusan 

"Dengan Pujian" / Cumlaude 
dibuktikan dengan keterangan tertulis 
pada ijazah atau transkrip nilai; dan 

b) berasal da ri Perguruan Tinggi 

terakreditasi A/ Unggul dan Program 

Studi terakreditasi A/ Un ggul pada 

saat kelulusan yang di bu kti kan 
dengan Langgal kelulusa n ya ng tcnu li s 

pada ij azah. 
3. Pelamar dengan lulusan pergu ru on tinggi 

luar negeri memiliki ijazah yang te lah 

disetarakan dan surat keterangan yang 

menyatakan predikat kelulusannya setara 

"dengan pujia n/ Cumlaude dari 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan , 
Riset dan Teknologi. 

g. bagi pelamar Disabilitas berlaku ketentuan 

sebagai berikut : 
1. pe la mar penya ndang disabi litas dc1pa t 

mela mar pada kebutuhan kh u sus 
penyandang di sa bilitas atau kcbutu han 

umum tertentu; 
2. pelamar penyandang disabili tas wajib 

melampirka n: 
a) surat keterangan dari dokte r ruma h 

sakit pemerintah/ Puskesmas yang 
menerangkan jenis dan derajat 
kedisabilitasannya; dan 
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b) menyampaikan video singkal yang 
menunjukkan kegiatan seha ri-hari 
pelamar dalam menjalankan a kti fita s 
sesuai jabatan yang akan dilamar; 

h. pelamar penyandang disabilitas yang 
melamar pada kebu tuhan umu m Lertcnlu 

wajib menyata ka n bahwa yang be rsa ngku tan 

merupakan penyandang disa b iliL:t s 
melampirkan dokumen dan 
sebagaimana dimaksud pada huruf g 

2; 

se rla 
video 

a n gka 

1. pelamar penyanda ng disabili tas ya ng 

melamar pada kebutuhan umum tertentu 

berlaku Nilai Ambang Batas sesuai jenis 
kebutuhan yang dilamar. 

Bagia n Ketiga 
Syarat-Syarat Untuk Kebutuhan Jabatan PPPr:: JF C~un1 

Pa sal 9 

(1) Persyaratan Umum untuk dapat melama r menjadi 
PPPK JF Guru sebagai berikut : 

a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada 

Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 
b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tah un dan 

paling tinggi 59 (lima puluh sembi lan) tah un 
pada saat pendaftaran; 

c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang tclah 

mempunya1 kekua ta n hukum tetap ka re na 

melakukan tindak pidana dengan pidana 
penjara 2 (dua) tahun a tau lebih; 

d. tidak pernah diberhentikan dengan horma t tidak 
atas permintaan sendiri atau tida k den gan 
hormat sebagai PNS/Prajurit Tentara Negara 

Indonesia/ Anggota Kepolisian Repu blik 

Indonesia atau diberhentikan tida k dengan 

hormat sebagai pegawai swasta; 
e. tidak menjadi anggota atau pengurus pa rtai 

politik atau terlibat politik praktis; 
f. memiliki sertifika t pendidik dan/ a tau kua lifikasi 

pendidika n de nga n JenJ a ng pa li ng renda h 
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Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) sesua1 

denga n persyara tan; 
g. sehat jasmani dan rohani sesua1 dengan 

persyaratan jabatan yang dilamar; 

h. tidak mengkonsumsi narkoba, psikotropika dan 
zat adiktif lainnya (NAPZA); 

(2) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), pelamar ha rus memenuhi syarat lain 

sebagai berikut: 

a . pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF 
Guru terdiri atas: 
1. Tenaga Honorer Eks Kategori II (THK- 11) , 

m erupakan individu yang terdaflar dalam 

pangkalan da la (database) eks tenaga 

honorer Badan Kepegawaian Negara; 

2. Guru Non ASN , m erupakan individu yan g 

ditugaskan sebagai guru bukan ASN di 
satuan pendidikan yang diselenggga rakan 
oleh instansi Daerah dan terdaftar d i Data 

Pokok Pendidikan (Dapodik); 

3. 

4. 

Guru Swasta, merupakan individu yang 

ditugaskan sebagai guru di satuan 

pendidikan yang diselenggaraka n oleh 
masyarakat dan Le rdaftar di Da la Pokok 

Pendidikan (Dapod ik); dan 

Lulusan Pend id ikan Profesi Guru (PPG) , 

merupakan individu yang belum 

melaksanakan tugas sebagai guru dan te lah 
lulus Pendidikan Profesi Gu ru yang 
diselenggaraka n oleh kementerian yang 
menyelanggarakan urusan pemerin taha n di 
bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan 

teknologi. 

b. pelamar memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) 
tahun di bidang kerj a yang relevan dengan 

jabatan fungsional yang dilamar dan di buktikan 
dengan surat keterangan yang di tanda tangani 
minimal oleh Jabatan Tinggi Pratama bagi yang 
bekerja di in s tansi pemerin tah dan 

Direktur / Kepala Divisi yang membid ,rngi 

SDM/HRD di perusahaan swasta / Le m baga 
swadaya non- Pemerinta h / Yayasan; 

c. bagi pelamar penyandang disabilitas wajib 
melampirkan persyaratan sebagai berikut: 
1. Surat Keterangan dari dokter rum ah sakit 
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pemerintah/puskesmas yang menerangkan 
jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan 

2 . menyampaikan video singkat yang 

menunjukkan kegia tan sehari-hari pela mar 

dalam men j alankan aktifi tas se bagai 
pendidik. 

(3) Penyandang Disabilitas dapat mela ma r pada 
kebutuha n PPPK JF Guru kecuali : 

a. pelamar yang berstatus penyandang disa bi litas 
rungu tidak dapat mela mar ke kebu tuhan PPPK 

pada Jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli 

pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama; 

b. pelamar yang berstatus penyandang disabilitas 
daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK 
pada Jabatan Guru Pendidikan ,Ja sma ni, 
Olahraga, dan Kesehata n Ahli Pertama; 

c. pelamar yang berstatus penyandang disa bilitas 
netra tidak dapat m elamar ke kebutuhan PPPK 

pada Jabatan Guru Seni Budaya Ketera m pi lan 
Ahli Perta ma. 

BAB IV 
PEND AFT ARAN 

Pasa l 10 

(1) Pendaftaran untuk seleksi CPNS dan PPPK dila ku kan 
secara online melalui website https: // sscasn . bkn .go .id. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar 
serta mengunggah dokumen ya ng disyaratkan. 

BAB V 
SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSl 

Bagian Kesa tu 
Seleksi CPNS 

Pasal 11 

Pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS terdiri dari 3 ( tiga) 
tahap, meliputi : 
a. Seleksi Administrasi 

1. seleksi administrasi dilakukan untuk m emverifikasi 
kesesuaian antara dokumen yang diu nggah oleh 
pelamar dengan persyaratan administrasi ; 
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2. panitia seleksi instansi pengadaan PNS 

melaksanakan verifika s i administrasi terha dap 

seluruh dokumen yang diunggah oleh pela mar 
melalui website https : // sscasn . bkn .go .id ; 

3. panitia seleksi instansi mengumumkan has il seleksi 

administrasi secara terbuka melalui website insta nsi 
' dan/ atau media lain; 

4 . apabila dokumen memenuhi persyaratan 

administrasi maka pelamar dinyatakan lulus seleksi 
administrasi (memenuhi syarat), dan a pa bila 

dokumen tidak memenuhi persyaratan admin is trasi 

maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi 
administrasi (tidak memenuhi syarat); 

5 . pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil 

seleksi administrasi da pat mengajukan san ggahan 

paling lama 3 (tiga) h a ri sejak h as il selcksi 
administrasi diumumka n; 

6. sanggahan hasil seleksi administrasi d iajukan 

melalui portal https: // sscasn. bkn.go.id; 

7. selama masa sanggah Pelamar tidak diperkenankan 

mengunggah ulang dokumen persyaratan pelamaran ; 

8. panitia seleksi instansi menanggap1 sanggahan 

dengan memverifikasi kembali kesesua ian 

persyaratan yang ditetapkan lnstansi dengan 

dokumen persyaratan yang diunggah pelamar ; 

9. panitia seleksi instansi m engumumkan u lang hasil 

seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) ha ri scjak 

berakhirnya waktu pengajuan sanggah ; 

10. pengumuman ulang hasil seleksi 

diumumkan melalui 

http: //bkpsdm.lamonga nkab.go .id/; 

adminis lrasi 

website 

11. pelamar yang dinyatakan lulus seleksi adminis trasi 

berhak mengikuti Seleksi Kompeten s i Da sa r , 

selanjutnya pelamar wajib mencetak kartu peserta 

Seleksi Kompetensi Dasar melalui portal 

https: // sscasn. bkn.go.id. 
b . Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 

1. SKD dilakukan untuk m enilai kesesu aia1 an Lara 
kompetensi yang dim iliki oleh pelama r dengan 

standar kompetensi dasa r PNS; 

2. pelaksanaan SKD diumumkan secara terbuka 
melalui website http://bkpsdm .lamonganka b .go. id / 

dan/ atau media lain paling lam bat 7 (tujuh) hari 
kalender sebelum pelaksanaan SKD; 

3. pelaksanaan SKD menggunakan sistem CAT-BKN 
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dengan durasi waktu 100 menit kecua li untuk 
peserta penyandang disa bilitas sensori k n etra 
diberikan durasi waktu 130 menit; 

4. materi SKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan 

(TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes 

Karakteristik Pribadi (TKP) yang disusun oleh pan itia 
seleksi nasional ; 

5 . peserta yang dinyalakan lulus SKD mc r u pakan 

peserta yang memenuhi nila i ambang batas (pass ing 

grade) yang telah ditentukan dan termasuk dala m 3 

(tiga) kali jumlah kebutuhan formasi berdasarkan 
hasil pemeringkatan ; 

6. pemeringkatan dilakukan secara sis tem yang 
ditentukan oleh panitia seleksi nasional; 

7. pengumuman hasil SKD diumumkan mela lui website 
http://bkpsdm.lamongankab.go.id/ dan/atau m edia 
lain; 

8. peserta seleksi yang dinyatakan lulus SKD berhak 

mengikuti 8KB . 

c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 
1. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara 

kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar 
dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan 

kebutuhan jabatan; 

2. pelaksanaan SKB diumumkan secara terbuka 

melalui website http: // bkpsdm.lamongankab. go .id / 
dan/ atau media lain paling singkat 7 (tujuh) hari 
kalender sebelum pelaksanaan SKB; 

3. pelaksanaan SKB hanya m enggunakan sistem CAT
BKN dengan durasi waktu 90 menit kecuali u ntuk 
peserta penyandang di sabilitas sensorik netra 

diberikan durasi waktu 120 menit; 

4 . pengolahan hasil in tegrasi nilai SKD dan nilai SKB 
dilakukan oleh paniLia seleksi nasiona l; 

5. panitia seleksi nasional menetapkan hasil akhir 
seleksi dengan membuat peringkat nila i te rtinggi 
sampai dengan nilai terendah berdasarkan hasil 

integrasi; 
6. pemeringkatan hasil in tegrasi nilai SKD da n S KB 

serta optimalisasi 

dilakukan secara 
nasional; 

pemenuhan formasi jaba tan 
sistem oleh panitia seleksi 

7. PPK mengumumkan hasil akhir seleksi secara 
terbuka paling lambat 30 (tiga puluh) hari ka len der 

sejak diterima dari pa nitia se leks i nasional melalui 
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website http: // bkpsdm.lamongankab.go.id / 
dan/ atau media lain ; 

8. pelamar yang keberatan terhadap pengumuman 
hasil akhir seleksi dapat mengajukan sa ngga han 

melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil 
akhir seleksi diumumkan; 

9. panitia seleksi instansi m engumumkan ulang hasil 
seleksi administrasi pa ling lama 7 (tujuh) hari sejak 
berakhirnya waktu pengajuan sanggah; 

10. pengumuman ulang hasil seleksi adminis trasi 
diumumkan melalui 

http: //bkpsdm.lamonganka b .go.id/. 

Bagian Ked u a 
Seleksi PPPK 

Pasal 12 

website 

Pelaksanaan seleksi pengadaa n PPPK terdiri dari 2 
(dua) tahap, meliputi : 

a. Seleksi Administrasi 
1. seleksi administrasi dilakukan untuk 

mencocokkan persyaratan administrasi dengan 

dokumen pelamaran yang diunggah oleh pe la ma r; 

2. panitia penyelen ggara se leksi melaksanakan 

seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen 

yang diunggah oleh pelamar mela lui po rtal 

https: // sscasn.bkn .go. id; 
3. panitia penyelenggara se leksi pengadaan PPPK 

mengumumkan hasil seleksi adminislra si secara 

terbuka melalui website 
http: //bkpsdm.lamongankab .go.id/ dan/ atau 
media lain; 

4 . apabila dokumen m emenuhi persyaratan 
administrasi maka pelamar dinyatakan lul us 
seleksi administrasi (memenuhi syarat), dan 
apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan 

administrasi maka pelamar dinyatakan tidak lulus 

seleksi administrasi (tidak memenuhi syarat); 

5. pelamar yang keberatan Lerhadap pengumu man 

seleksi administrasi da pat mengajukan sanggahan 
melalui SSCASN paling la ma 3 (tiga) hari s ejak 
hasil seleksi administrasi diumumkan; 

6. pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak 
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mengikuti Seleksi Kompetensi . 
b. Seleksi Kompetensi 

1. seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai 

kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi 
teknis, dan kompetensi sosio kultural yang dimiliki 
oleh pelamar dengan standar kompetensi ja ba ta n ; 

2. pelaksanaan seleksi kompetensi di um u m kan 

secara terbuka melalui webs ite 
http: I /bkpsdm.lamonganka b.go.id/ dan/ a tau 
media lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender 
sebelum pelaksanaan Se leks i Kompeten si; 

3. seleksi kompetensi meliputi tes kompelensi dan 
wawancara; 

4. materi tes kompetensi meliputi Kompetensi Teknis, 

Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial 
Kultural; 

5. pelaksanaan tes kompetensi menggunaka n s is le m 
CAT-UNBK yang diselenggarakan oleh Kementr ian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 

6. seleksi kompetensi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali 

seleksi yang terdiri da ri : 

a) seleksi kompeten s i I; 

b) seleksi kompeten si II ; 
c) seleksi kompetensi III . 

7. pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi 
merupakan peserta yang memenuhi nilai amba ng 

batas (passing grade) dan berperingkat terbai k; 

8. pada kompetensi teknis diberikan pena mbah an 

nilai dengan ketentuan sebagai berikut : 
a) pelamar yang memiliki seritifikat pendidik linear 

dengan jabatan yang dilamar menda pat nila i 
sebesar 100% (seratus persen); 

b) pelamar yang berusia diatas 35 (tiga pul uh 
lima) tahun dan bers t.a tus aktif sebagai gu ru 

selama 3 (tiga) tah u n te rakhir berdasarkan data 

Dapodik mendapatka n tambahan nila i sebesar 

15% (lima belas persen) ; 
c) pelamar penyanda n g disabilitas yang su dah 

diverifikasi jenis da n derajat kedisabi li tasan nya 
sesua1 dengan jabatan yang dilamar 
mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% 

(sepuluh persen); 
d) pelamar dari THK-lI dan aktif mengajar selc1 ma 

3 (tiga) tahun terakhir berdasa rka n data 
Dapodik mendapatkan nilai tambah a n sebesa r 
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10% (sepuluh persen); 
9. pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi 

kompetensi mengikuti wawancara un tuk meni lai 

integritas dan morali tas sebagai bahan pe ne taran 

hasil seleksi ; 

10. wawancara dilaksa na kan dengan metode CAT
UNBK yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan , Riset dan Teknologi; 

11. pengolahan hasil in tegrasi nilai kompete nsi dan 

wawancara dilakukan oleh BKN berdasarkan h a s il 
yang disampaikan oleh panitia penye lenggara 

seleksi; 

12. panitia penyelenggara seleksi dan / atau PPK 
Instansi Daerah mengumumkan hasil akhi r seleksi 
kompetensi mela lui website 
http : //bkpsdm.lamonganka b .go .id/ dan/ a ta u 
media lain ; 

13. pelamar yang keberatan terhadap hasil kom peten si 

dan wawancara dapat mengajukan san ggahan 
melalui SSCASN pa ling lama 3 (tiga) ha ri sejak 

hasil kompetensi da n wawancara diumurnkan ; 
14. berdasarkan persetujua n ketua Panitia Seleks i 

Nasional, Panitia penyelenggara seleksi 

mengumumkan ulang hasil akhir seleksi 
kompetensi dan wawancara paling lama 7 (tuj uh) 

hari setelah berakhirnya waktu pengaJuan 

sanggah; 
15. panitia penyelenggara seleksi da n /alau PPK 

seleksi mengumumkan ulang hasil 
kompetensi mela lui 

h ttp:// bkpsdm. la rnonganka b.go.id / 

media lain . 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 13 

akhir 
website 

dan/ a Lau 

(1) Pelamar PPPK JF Guru Tahun 2021 ya ng te la h 

dinyatakan lulus, masa hubungan perjanjia n kerja 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta da pat 
diperpanjang, kecuali bagi pelamar yang u s1anya 
kurang dari 5 (lima) tah u n dari ba tas u s ia pe nsiun 

jabatan guru; 
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(2) Pelamar PPPK JF Guru Tahun 2021 yang tclah 
dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (sa tu) 
tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saal 
pengangkatan, perjanjian kerja diberlakukan 1 (sa tu) 
tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan 
diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanj ian 

kerj a berakhir. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Bupati 1111 mu lai berlaku pad a tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan 
perundangan Peraturan Bupati 1111 dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupa ten 
Lamongan. 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 2 Juni 2021 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN 

ttd. 
ARIS MUKIYONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 
TAHUN 2021 NOMOR 29.1 

·,, . ,., 

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 2 Juni 2021 
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